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ABSTRAK 

 
ANALISIS PENGARUH DUGAAN PRAKTIK DUMPING DALAM 

PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP TERJADINYA 

KEPAILITAN DALAM STUDI KASUS PUTUSAN 

NOMOR 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 

MUHAMMAD NAUFAL APRIANSYAH 

Penelitian ini menganalisis dasar hukum kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk 

(Sritex) dalam Putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 serta relevansinya 

terhadap tantangan perdagangan internasional, khususnya dugaan praktik 

dumping dalam industri tekstil. PT.Sritex dinyatakan pailit karena wanprestasi 

terhadap kreditor, meskipun perusahaan berdalih bahwa tekanan pasar global, 

termasuk masuknya produk tekstil murah dari Tiongkok, memperburuk keuangan 

mereka. Namun, pengadilan berpegang pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 

2004 yang menegaskan bahwa kepailitan terjadi jika debitur memiliki dua atau 

lebih kreditor dan gagal membayar utang yang jatuh tempo. Permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum 

perdagangan internasional dalam mengawasi praktik dumping dan bagaimanakah 

hubungan antara dugaan praktik dumping dengan kepailitan PT. Sri Rejeki Isman 

berdasarkan putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum perdagangan internasional 

dalam mengawasi praktik dumping berdasarkan Putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus- 

Pailit/2024 tidak dapat diterapkan karena dalam kasus kepailitan PT. Sritex bukan 

disebabkan oleh praktik dumping luar negeri, melainkan kelalaian manajemen 

perusahaan dalam memitigasi risiko utang dan tidak dapat memaksimalkan 

penggunaan investasi dari kreditor yaitu PT. Indo Bharta Rayon dan hubungan 

antara dugaan praktik dumping dengan kepailitan PT. Sri Rejeki Isman 

Berdasarkan Putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, dugaan praktik dumping 

tidak dianggap sebagai penyebab utama kepailitan PT. Sritex. Meskipun 

perusahaan mengaitkan kerugian dengan masuknya produk tekstil murah dari 

Tiongkok, pengadilan menilai kepailitan terjadi karena wanprestasi terhadap 

perjanjian perdamaian dengan kreditor. Sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 

2004 dugaan dumping hanya dilihat sebagai faktor eksternal, bukan alasan hukum 

yang sah. Atas pertimbangan tersebut permohonan kasasi PT. Sritex tidak dapat 

dibenarkan, sebab PT. Sritex telah terbukti gagal memenuhi kewajiban yang 

disepakati dalam perjanjian perdamaian kepada kreditor yaitu PT. Indo Bharta 

Rayon. 

Kata Kunci: Kepailitan, Perdagangan Internasional, Dumping 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ALLEGED DUMPING PRACTICES 

IN INTERNATIONAL TRADE ON THE OCCURRENCE OF BANKRUPTCY 

IN A CASE STUDY OF THE VERDICT 

NUMBER 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 

 

MUHAMMAD NAUFAL APRIANSYAH 

This study analyzes the legal basis of the bankruptcy of PT. Sri Rejeki Isman Tbk 

(Sritex) in Decision Number 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 and its relevance to 

international trade challenges, especially the alleged dumping practices in the 

textile industry. Sritex was declared bankrupt due to default against creditors, 

although the company argued that global market pressures, including the influx of 

cheap textile products from China, were worsening their finances. However, the 

court adheres to Article 2 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 which affirms that 

bankruptcy occurs if the debtor has two or more creditors and fails to pay the due 

debt. The problems studied in this study are How is the protection of international 

trade law in supervising dumping practices and what is the relationship between 

alleged dumping practices and the bankruptcy of PT. Sri Rejeki Isman based on 

decision Number 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. The research method used in this 

study is a type of normative legal research. The results of the study show that the 

protection of international trade law in supervising dumping practices based on 

Decision Number 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 cannot be applied, because in the 

bankruptcy case of PT. Sritex was not caused by foreign dumping practices, but 

the negligence of the company's management in mitigating debt risks and not 

being able to maximize the use of investment from creditors, namely PT. Indo 

Bharta Rayon and the relationship between the alleged dumping practices and the 

bankruptcy of PT. Sri Rejeki Isman Based on Decision Number 556 K/Pdt.Sus- 

Parilit/2024, the alleged dumping practice is not considered the main cause of the 

bankruptcy of PT. Sritex. Although the company attributed the losses to the influx 

of cheap textile products from China, the court judged that the bankruptcy 

occurred due to a breach of a peace agreement with creditors. In accordance with 

Article 2 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004, alleged dumping is only seen as 

an external factor, not a valid legal reason. Based on these considerations, PT. 

Sritex cannot be justified, because PT. Sritex has been proven to have failed to 

fulfill the obligations agreed in the peace agreement to the creditors, namely PT. 

Indo Bharta Rayon. 

 

Keywords: Bankruptcy, International Trade, Dumping 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang    

Perdagangan internasional merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan 

usaha yang mengalami kemajuan pesat belakangan ini. Dunia bisnis semakin 

memberi perhatian pada aktivitas usaha internasional, yang terlihat dari 

meningkatnya arus peredaran jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara. Aktivitas 

bisnis internasional mencakup hubungan ekspor-impor, investasi, perdagangan 

jasa, lisensi, waralaba (franchise), hak kekayaan intelektual, dan alih teknologi. 

Perkembangan ini juga berpengaruh pada berbagai sektor ekonomi lainnya, 

seperti perbankan, asuransi, dan perpajakan. Demi mendukung kegiatan usaha 

antar negara, dibutuhkan instrumen hukum berupa regulasi yang berlaku secara 

nasional maupun internasional, seperti hukum perdagangan internasional 

(international trade law).
1
 

Negara memilliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan 

merupakan negara yang telah memanfaatkan perdagangan internasional untuk 

mendorong dinamika ekonominya. Melalui jejaring perdagangan global, 

Indonesia  komoditas unggulan seperti produk pertambangan, perkebunan, dan 

manufaktur, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian 

nasional. 

                                                       
1.Nella Octaviany Siregar, “View of Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan 

Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia,” Januari 2022, https://ejournal.um-

sorong.ac.id/index.php/js/article/view/1563/845. hlm.68 
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Aktivitas ekspor-impor  juga  memungkinkan  Indonesia  memanfaatkan   suatu  

keunggulan komparatifnya dan mengakses teknologi serta barang modal yang 

belum dapat diproduksi secara optimal di dalam negeri. Dengan demikian, 

perdagangan internasional tidak hanya menjadi pilar penting bagi pembangunan 

ekonomi nasional tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi 

global.
2
 

Regulasi dalam perdagangan internasional bertujuan untuk melindungi 

pasar domestik, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan daya saing produk 

ekspor. Di Indonesia, kebijakan perdagangan mencakup tarif impor, bea ekspor, 

serta perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara-negara mitra seperti 

ASEAN, Jepang, dan Uni Eropa. Salah satu kebijakan yang signifikan adalah 

perlindungan terhadap industri dalam negeri dari praktik dumping melalui 

penerapan bea anti-dumping.
3
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
4
 

memberikan dasar hukum untuk melindungi industri lokal dari produk impor yang 

dijual di bawah harga pasar. Langkah ini sangat penting untuk memastikan 

keberlangsungan industri domestik di tengah persaingan global yang semakin 

ketat. 

Masuknya Indonesia menjadi anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang mengesahkan Agreement on 

Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

                                                       
2 Adolf Huala, Hukum Perdagangan Internasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2005).hlm.8 
3 Paul Erwin Simanjuntak, anti dumping dalam WTO (Penentuan Harga Normal&Produk 

Sejenis Dalam Menetapkan Kebijakan) (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019).hlm.13 
4 “Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan,” t.t. 
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Perdagangan Dunia/WTO). Langkah ini membawa konsekuensi eksternal dan 

internal. Secara eksternal, Indonesia diwajibkan mematuhi seluruh kesepakatan 

dalam forum WTO, sedangkan secara internal, Indonesia perlu menyelaraskan 

peraturan nasional dengan hasil-hasil kesepakatan WTO.
5
 Partisipasi Indonesia 

dalam perdagangan bebas ini juga mendorong industri dalam negeri untuk 

bersaing, baik di pasar domestik maupun ekspor. Namun, hal ini menjadi 

tantangan besar, karena kualitas dan kuantitas prodk Indonesia masih belum 

memadai.
6
 

Timbulnya kelemahan pada daya saing mengakibatkan adanya Kebijakan 

anti-dumping menjadi instrumen penting dalam hukum perdagangan internasional 

untuk melindungi pasar domestik dari praktik dumping yang tidak adil.
7
 Di negara 

Indonesia, kebijakan ini dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang diatur oleh 

peraturan dan undang-undang terkait perdagangan internasional salah satunya 

Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan
8
. Kebijakan anti 

dumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk 

Anti dumping terhadap Barang Dumping. Bea masuk anti dumping adalah 

pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan 

kerugian.
9
 

                                                       
5 Christhophorus Barutu, Ketentuan Anti Dumping dalam WTO (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2007).hlm.9 
6 Sood Muhammad, Hukum Perdagangan internaional, Edisi Kedua, vol. ke 3 (Jakarta: 

PT. RajaGrafindo Persada, 2018).hlm.1 
7Sukarmi, Regulasi Anti dumping di Bawah Bayang-bayang Pasar Bebas (jakarta: sinar 

grafika, 2002).hlm.27 
8“Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.” 
9“Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping 

Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan” (jakarta, 2011). 
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Perlindungan pasar domestik dari dampak negatif , kebijakan anti-

dumping menjadi langkah strategis yang bertujuan menciptakan keadilan dalam 

perdagangan internasional. Kebijakan ini tidak hanya melindungi industri dalam 

negeri dari kerugian ekonomi, tetapi juga mencegah terjadinya distorsi pasar yang 

dapat merusak ekosistem persaingan usaha. Dengan menerapkan bea masuk anti-

dumping, pemerintah berupaya menyeimbangkan kondisi pasar agar pelaku usaha 

lokal tetap dapat berkompetisi secara sehat dengan barang impor. 

Dumping dianggap curang karena bagi negara pengimpor, praktik ini 

menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha atau industri barang sejenis dalam 

negeri. Masuknya barang-barang impor dengan harga yang jauh lebih murah 

daripada produk lokal membuat produk dalam negeri sulit bersaing, sehingga 

pasar barang sejenis dalam negeri terancam. Hal ini berpotensi menyebabkan efek 

domino, seperti pemutusan hubungan kerja secara massal, peningkatan 

pengangguran, dan kebangkrutan industri barang sejenis dalam negeri.
10

 

Lahirnya praktik dumping sebagai konsekuensi dari perkembangan 

perekonomian dunia yang semakin kompleks telah menimbulkan persaingan yang 

ketat dalam perdagangan internasional, baik pada perdagangan barang maupun 

jasa. Beberapa alasan mengapa suatu negara melakukan dumping antara lain 

untuk mengembangkan pasar dengan cara memberikan insentif melalui 

pemberlakuan harga yang lebih rendah kepada pembeli di pasar yang dituju, serta 

                                                       
10Resa Feran, “Praktik Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Di 

Indonesia,” Lex Privatum 10, no. 2 (2022), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/ 

article/view/40383/36167.hlm.1 
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memanfaatkan peluang pada kondisi pasar yang memungkinkan penentuan harga 

secara lebih leluasa, baik di pasar ekspor maupun di pasar domestik.11
 

Salah satu kasus yang menarik dalam konteks ini adalah kepailitan PT 

Saritex, sebuah perusahaan tekstil besar di Indonesia. PT Saritex menghadapi 

tantangan keuangan yang serius, yang berujung pada kepailitan, di tengah 

persaingan yang ketat dan harga produk tekstil impor yang jauh lebih rendah. 

Beberapa produk impor tersebut diduga merupakan hasil praktik dumping, di 

mana produk dijual dengan harga jauh di bawah harga produksi. Ketika produk 

PT Saritex harus bersaing dengan barang-barang impor yang murah, perusahaan 

mengalami kesulitan untuk tetap bertahan di pasar yang semakin kompetitif. 

Selain itu, PT Saritex juga mengalami penurunan pendapatan yang drastis 

akibat dampak pandemi COVID-19 dan situasi geopolitik yang tidak stabil, 

seperti perang antara Rusia dan Ukraina serta konflik antara Israel dan Palestina. 

Kondisi ini menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan dan penurunan ekspor, 

yang berimbas pada pergeseran prioritas di kalangan konsumen di Eropa dan 

Amerika. Perusahaan menilai adanya oversupply tekstil dari China di Indonesia, 

yang menyebabkan praktik dumping harga, terutama karena China tidak 

menerapkan bea masuk anti-dumping dan tarif penghalang terhadap produk yang 

dijual ke luar negeri. Meskipun penjualan tekstil PT Saritex belum pulih, 

perusahaan tetap beroperasi dengan menjaga keberlangsungan usaha melalui kas 

internal dan dukungan dari sponsor. 

                                                       
11 Putra, Ida Wyasa, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internaional dalam transaksi Bisnis 

internasional, cet ke-2 (Bandung : PT Refika Aditama, 2008). hlm 13 
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Berdasarkan kasus tersebut, penulis memberi perhatian leih terkait pailitnya 

PT.Saritex yang salah satu penyebabnya di yakini adanya praktik dumping. 

Sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Dugaan Praktik Dumping Dalam Perdagangan Internasional Terhadap 

Terjadinya Kepailitan Dalam Studi Kasus Putusan  

Nomor 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum perdagangan internasional dalam 

mengawasi praktik dumping berdasarkan putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-

Pailit/2024? 

2. Bagaimana analisis hubungan antara dugaan praktik dumping dengan 

kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk dalam Putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-

Pailit/2024? 

C. Ruang Lingkup 

Penelitian ini berfokus pada hukum perdagangan internasional, khususnya 

aturan-aturan yang mengatur praktik dumping dan kebijakan anti-dumping yang 

diterapkan oleh negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

Dalam konteks Indonesia, penelitian ini akan mengulas peraturan nasional yang 

relevan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta 

peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang perdagangan internasional, 

dumping, dan anti-dumping dengan melihat putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-

Pailit/2024. 
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D. Tujuan dan Manfaat 

Penelitian ini bertujuan untuk  : 

1. Menganalisis secara mendalam peran perdagangan internasional, khususnya 

aturan anti-dumping, dalam melindungi industri dalam negeri dari praktik 

dumping, dengan mengambil kasus pailit PT. Sritex sebagai kajian. 

2. Mengidentifikasi pertanggungjawaban dalam penerapan hukum 

perdagangan internasional dalam kasus tersebut, serta faktor-faktor yang 

berkontribusi terhadap kegagalannya dalam melindungi industri dalam 

negeri. 

Serta diharapkan bermanfaat untuk : 

1. Pengembangan ilmu pengetahuan bermanfaat untuk  Menambah khasanah 

ilmu pengetahuan di bidang hukum perdagangan internasional, khususnya 

terkait dengan isu dumping dan anti-dumping.  

2. Pada penelitian ini sebagai Referensi penelitian lebih lanjut bermanfaat 

untuk Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan topik yang sama.. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Pada penelitian ini, penulis membuat kerangka konseptual untuk 

memperjelas pokok bahasan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

d. Perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan oleh pememrintah untuk  

memberikan pengayoman hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat 

yang dirugikan oleh orang lain. Sehingga perlindungan tersebut diberikan 
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kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum
12

 

e. Perdagangan internasional adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan 

transaksi jual beli barang dan jasa antar dua negara berbeda. Kegiatan ini 

dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, maupun 

individu, dengan tujuan memperoleh barang atau jasa yang tidak tersedia 

secara domestik, menjual produk ke pasar yang lebih luas, atau mengakses 

bahan baku dengan harga lebih murah. Perdagangan internasional 

merupakan salah satu pendorong utama globalisasi, mempercepat 

pertukaran teknologi, budaya, dan pengetahuan di seluruh dunia.
13

 

f. Dumping adalah praktik perdagangan di mana suatu negara atau perusahaan 

menjual barang di pasar internasional dengan harga yang lebih rendah 

daripada harga di pasar domestik. Tujuan dari dumping biasanya adalah 

untuk menguasai pangsa pasar di negara tujuan dengan cara menawarkan 

harga yang sangat kompetitif.
14

 Namun, praktik ini sering kali dianggap 

sebagai bentuk persaingan tidak sehat (unfair trade practice) karena dapat 

merugikan industri dalam negeri negara pengimpor, terutama jika 

menyebabkan gangguan serius pada produksi lokal. 

 

                                                       
12Dwidja Priyatno dan M. Rendi Aridhayandi, “Resensi Buku (Book Review) Satjipto 

Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 2, no. 

2 (7 Juni 2018): 881, https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.36. 
13“Perdagangan Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya – Gramedia 

Literasi,” diakses 7 November 2024, https://www.gramedia.com/literasi/perdagangan-

internasional/. 
14“Dumping: Definisi, Tujuan, Jenis, Untung Rugi, dan Contohnya Halaman all - 

Kompas.com,” diakses 6 November 2024, 

https://money.kompas.com/read/2021/12/01/110458526/ dumping-definisi-tujuan-jenis-untung-

rugi-dan-contohnya?page=all#google_vignette. 
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F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 
Tabel 1.1 Studi Terdahulu yang Relevan 

No Nama Peneliti Judul & Tahun Hasil Penelitian 

1. Muhammad sood Pengaturan Anti 

Dumping dalam 

Perdagangan 

Internasional dalam 

Rangka Melindungi 

Produk Industri dalam 

Negeri (2024) 

Aturan tentang anti-dumping 

di Indonesia tidak hanya 

mengacu pada perjanjian 

internasional, tetapi juga pada 

undang-undang nasional kita. 

Tujuannya adalah untuk 

melindungi industri dalam 

negeri dari persaingan tidak 

sehat akibat produk impor 

yang dijual dengan harga 

sangat murah (dumping). 

Untuk mencapai tujuan ini, 

pemerintah harus melakukan 

tindakan pencegahan seperti 

sosialisasi aturan dan 

pemeriksaan izin impor, serta 

tindakan tegas seperti 

mengenakan pajak tambahan 

(bea masuk anti-dumping) 

pada produk yang terbukti 

melakukan dumping. 

2. Nella Octaviany 

Siregar 

Regulasi Anti Dumping 

dalam Hukum 

Perdagangan 

Internasional dan 

Penerapannya di 

Indonesia (2022) 

Regulasi mengenai anti dumping 

di Indonesia  berpedoman pada 

kebijakan internaisonal dan UU 

No.10 tahun1995 tentang 

kepabeanan  Kebijakan  anti  

dumping  sangatlah dibutuhkan 

dalam memberi perlindungan 

terhadap industri dalam negeri 

pada praktek yang bisa merugikan 

industri dalam negeri yang 

menghasilkan produk sejenis 

3. Resa Feran Praktik Dumping dalam 

Perspektif Hukum 

Perdagangan 

Internasional di Indonesia 

(2022) 

Upaya perlindungan industri 

dalam negeri dari 

praktik dumping adalah 

peraturan pemerintah 

sebagai hokum materialnya, 

yang kemudian diikuti dengan 

dikeluarkannya keputusan 

Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan sebagai 

hukum formalnya. Untuk 

melindungi produk 



 
 

10 
 

   

dalam negeri terhadap produk 

dumping, 

Pemerintah melalui 

Kementrian Perindustrian 

dan Perdagangan telah 

melakukan beberapa 

upaya yaitu; Upaya Preventif 

maupun Upaya 

Represif. Perlindungan hukum 

kepada industri 

domestik dapat diberikan 

melalui perlindungan 

dalam bentuk pencegahan 

(preventif) dan 

perlindungan hukum represif 

(pengenaan sanksi 

balasan), yaitu pengenaan 

BMAD kepada pelaku 
dumping yang merugikan industri 

domestik. 

 
 Kesimpulan dari studi terdahulu yang relevan dengan judul penelitian 

penulis peran hukum perdagangan internasional dalam menangani dumping dan 

anti-dumping kajian normatif terhadap pailitnya PT.Sritex menunjukan bahwa 

aturan anti-dumping di Indonesia tidak hanya mengacu pada perjanjian 

internasional saja tetapi Undang-Undang nasional juga turut adail dalam aturan 

tersebut. Bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap industri dalam negri 

hingga terbentuknya peraturan pemerintah sabeagai hukum materialnya, yang 

diiringi dengan keputusan mentri perindustrian dan perdagangan sebagai hukum 

formalnya untuk melindungi produk dalam negeri dari produk dumping. 

 

G. Metode Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian normatif dengan 

menggunakan tipe pengolahan data kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif, 
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yang mengkaji aspek hukum dari kebijakan anti-dumping dan kaitannya dengan 

hukum perdagangan internasional. Data dikumpulkan melalui studi literatur 

terkait undang-undang dan peraturan tentang perdagangan internasional dan 

kebijakan anti-dumping, serta analisis terhadap laporan dan data industri tekstil di 

Indonesia. 

1. Jenis Penelitian 

Pada proposal penelitian ini, penulis menggunakan metode normatif 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), 

yang berfokus pada analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang 

terkait dengan perlindungan dalam perdagangan internasional, khususnya 

untuk mengawasi dan menangani praktik dumping. Jenis penelitian ini 

mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang relevan, baik dalam bentuk 

undang-undang nasional, peraturan internasional (misalnya ketentuan 

Organisasi Perdagangan Dunia/WTO), serta dokumen dan peraturan terkait 

lainnya. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pada penulisan penelitian ini menggunakan beberpa yaitu : 

a. Pendekatan Perundang-Undangan  

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai undang-undang dan 

peraturan yang mengatur perlindungan terhadap praktik dumping dalam 

konteks hukum perdagangan internasional. Beberapa peraturan yang 

akan dianalisis mencakup: 

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, 



 
 

12 
 

   

2) Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kebijakan anti dumping, 

3) Ketentuan WTO terkait Anti-Dumping Agreement (Perjanjian Anti-

Dumping WTO), dan 

4) Putusan Pengadilan terkait, terutama Putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-

Pailit/2024. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)  

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 556 

K/Pdt.Sus-Pailit/2024 secara mendalam. Menggunakan pendekatan ini, 

penelitian akan mengkaji pertimbangan hukum dalam putusan tersebut 

terkait pengawasan dan perlindungan terhadap praktik dumping, serta 

dampak dari putusan ini terhadap penerapan kebijakan anti-dumping di 

Indonesia. 

3. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari : 

a. Sumber Data Sekunder  

Sumber data hukum sekunder berupa undang-undang Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,Peraturan Pemerintah yang 

mengatur tentang kebijakan anti-dumping, Ketentuan WTO terkait Anti-

Dumping Agreement (Perjanjian Anti-Dumping WTO), dan Putusan 

Pengadilan terkait, terutama Putusan Nomor 556 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. 
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b. Sumber Data Tersier 

Data ini terdiri dari literatur akademis, jurnal, buku-buku hukum, serta 

artikel ilmiah yang membahas topik terkait hukum perdagangan 

internasional dan kebijakan anti-dumping. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Data dikumpulkan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, 

dengan cara meneliti berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, dan 

putusan pengadilan yang relevan. Metode ini memungkinkan pengumpulan 

informasi yang lengkap dan mendalam terkait ketentuan dan pelaksanaan 

perlindungan hukum dalam perdagangan internasional terhadap praktik 

dumping. 

5. Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, 

dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis kualitatif ini akan dilakukan 

dengan cara Menganalisis putusan pengadilan (khususnya Putusan No. 556 

K/Pdt.Sus-Pailit/2024) dalam konteks penerapan perlindungan hukum dan 

pertanggungjwaban terhadap praktik dumping, dengan menelaah 

argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut. 
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H. SISTEMATIKA PENULISAN 
 
Penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I  : Pendahuluan 

Munguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini akan menguraikan tentang konsep hukum 

perdagangan internasional terkait praktik Dumping serta bentuk 

perlindungan hukum dan keterkaitan praktik dumping dalam 

pailitnya PT.sritex. 

Bab III  : Pembahasan  

Menguraikan hasil analisis terkait peran hukum perdagangan 

internasional dalam mengawasi praktik dumping, dan “analisis 

hubungan antara dugaan praktik dumping dengan kepailitan 

PT.Sritex berdasarkan putusan nomor 556K/Pdt.Sus-Pailit/2024” 

Bab IV : Penutup 

Membahas penutup dari penulisan penelitian skripsi yang 

berisikan kesimpulan serta saran yang menjadi bagian akhir 

penulisan serta analisis yang dilakukan  
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